ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen BPR Dengan Jaminan Asuransi
yang Tidak Memenuhi Syarat(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
818 K/PDT.SUS-BPSK/2015)

Memasuki era globalisasi yang senantiasa berpengaruh pada tingginya
tingkat kebutuhan ekonomi dan terbatasnya kemampuan daya beli masyarakat di
Indonesia. Perbankan memiliki peranan yang penting untuk dalam rangka
meningkatkan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas
kearah peningkatan taraf hidup dari masyarakat, salah satunya adalah dengan
pemberian kredit kepada masyarakat, untuk dapat menjamin risiko, kredit dapat
diasuransikan. Salah satu hal yang penting dalam asuransi kredit adalah mengenai
masalah perlindungan bagi konsumen mengenai penerimaan uang pertanggungan
asuransi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sahnya perjanjian
asuransi yang digunakan untuk menjamin kredit, perlindungan hukum bagi
konsumen yang sudah membayar premi tetapi tidak mendapatkan uang
pertanggungan dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung No0.818
K/PDT.SUS-BPSK/2015 tentang pembatalan Putusan Pengadilan Negeri No.
151/Pdt G BPSK/2015/ PN BTM

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan data yang
digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan
pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan analisis
data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi kredit BPR
adalah sah karena telah memenuhi syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata dan
sesuai prosedur pengajuan asuransi, konsumen kurang mendapat perlindungan
terhadap haknya karena sudah membayar premi akan tetapi tidak mendapatkan
uang pertanggungan, dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung bahwa sengketa
tersebut bukan merupakan sengketa konsumen sehingga penyelesaian terhadap
sengketa tidak melalui ranah BPSK melainkan penyelesaian langsung melalui
Pengadilan Negeri.

Saran penelitian ini bahwa hak konsumen perlu diperhatikan oleh pelaku
usaha dan hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutus perlu melihat
prinsip, sifat dan jenis konsumen sehingga dapat dianggap bahwa sengketa diatas
merupakan termasuk dalam ranah sengketa konsumen.
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